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a. bahwa dalam rangka mendapatkan sumber daya manusia 
yang profesional dan berpengalaman yang dibutuhkan oleh 
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sa.kit Umum 
Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar, 
dipandang perlu merubah Peraturan Wali Kota 
Pematangsiantar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai 
Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah 
Sakit Umum dr.Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar. 

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan W ali 
Kota Pematangsiantar tentang Perubahan Peraturan Wali 
Kota Pematangsiantar Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non 
Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah 
Rumah Sa.kit Umum dr.Djasamen Saragih Kota 
Pematangsiantar. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1092); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

WALIKOTAPEMATANGSIANTAR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN PERATURAN WALi KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 13 
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM dr. DJASAMEN SARAGIH 

KOTAPEMATANGSIANTAR 

TENTANG 

PERATURAN WALi KOTA PEMATANGSIANTAR 
NOMOR or TAHUN 2018 

WALIKOTAPEMATANGSIANTAR 
PROVINSI SUMATERA UTARA 



2 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679}; 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3328); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3637); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 
2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan 
Pemerintah Kota Pematangsiantar; 

15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 
2017 ten tang Pembentukan Perangkat Daerah Kota 
Pematangsian tar; 
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Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagai 
berikut: 

a. Warga Negara Indonesia; 
b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling 

tinggi 40 (empat puluh) tahun, kecuali dipersyaratkan lain; 
c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan 

berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena 
melakukan suatu tindak pidana kejahatan; 

d. Tidak pemah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai 
pegawai negeri sipil at.au sebagai pegawai swast.a; 

e. Berijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan; 
f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan 

ketrampilan yang diperlukan; 
g. Berkelakuan baik; 
h. Sehat jasmani dan rohani; 
1. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan; 

dan 
J. Bersedia menandatangani kontrak kerja. 

Pasal 4 

Mengubah Ketentuan Pasal 4 huruf b, sehingga seluruh Pasal 
4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG 
PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR 
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON 
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM dr. DJASAMEN SARAGIH 
KOTA PEMATANGSIANTAR. 

MEMUTUSKAN : 

16. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 
201 7 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota 
Pematangsiantar. 

Menetapkan 
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KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2018 NOMOR Dr' 

N PANJAITAN 

Plt. SEKRETARIS DAE KOTA PEMATANGSIANTAR, 

BERITADAE 

Diundangkan di Pematangsiantar 
pada tanggal 1 )- ~ ru.a..,; 1.-0tB 

HEFRIANSYAH 

Ditetapkan di Pematangsiantar 
pada tanggal 'F 43~~ '2o< fl 

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan W ali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar. 

Pasal II 


